SALINAN |

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUFATI KENDAL
NOMOR 100TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASIE, TUGAS DAN FUNGS], SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIRA
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang ¢ #a. bahwa untule mewujudkan kepastian hukum dan clektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kendal dengan diterbitkannya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tanggal 5 Oklober 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan kKeuangan
Daerah, maka Peraturan Bupatl Kendal Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kendal Momor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor &0
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak
sesnai dengan kondisl sekarang sehingga perlu dicabut dan
diganti;

h. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 lentang
Permbentukan Daerab-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang dengan menguhah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19530  tentang
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Pembentukan Daerah-daerah Eabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor B2,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negarma
Republik Indonesia Tahun 2019 Nemor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398}

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undanp-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimana telah
diuhah telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
[Lermnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Perietapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 1|5 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
[stimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomeor 16 Tahun 1970 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [ Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang  Perubahan Atas Peramran Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0402);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
TR,

Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Peranghkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149%) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidilcan dan
Kebudavaan Nomer 16 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor
47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan |Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6352);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tenitang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor © Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
157,

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal {Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor & Seri [ No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kKabupaten
Kendal Tahun 2020 [Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menctapkan ;. PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUMAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIEA KABUPATEN KENDAL



BAB |
KETENTUAN UMUM
Passl 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati  sehagai  unsur
penyelenggara Pemeriniahan Dacrah  yang mempimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi

kewenangan daerah otenom.

. Bupati adalah Bupati Kendal

_Selretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
kKendal,

5.Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnys
disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal

G. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kendal

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawal
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan lugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
ketrampilan untuk mencapal tujuan organisast,

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan
fungsional yang terdirl darl sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional vang terbagi dalam berbagal
kelompok sesuai keahlinnny:,
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BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS]
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian
vang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawal kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah,

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan  bidang komunikasi, informatika,
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statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah,

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Dinas mempunyal fungsi:

4. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika,
statistik, dan persandian;

b, pengoordinasian  dan  pelaksanaan  kebijakan di hidang
komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;

. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di
bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi,
informatika, statistik, dan persandian;

¢, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
komunikasi, informatika, statistik, dan persandian

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi,
informatika, statistil, dan persandian; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang
komunileasi, informatika, statistik, dan persandian,

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

(1} Susunan Organisasi Dinas terdiri dari ;
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang membawahkan :
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, vang
membawahkan !
1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengaduan Informasi
Publile
2. Kepala Seksi Media Massa; dan
3. Kepala Seksi Publikasi dan Sumber Daya Komunikasi,
d. Bidang Aplikasi Informatika, yang membawahlkan
1. Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatika;
2. Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Konten; dan
3. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi.
e, Bidang Statistik dan Persandian, vang membawahkan :
1, Seksi Data dan Statistik; dan
2. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
g Kelompok Jabatan Fungsional,
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(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

BAD IV
RINCIAN TUGAS
Baman Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas mempunyal uraian
tugas :

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan  program
kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

c. menyelenggarakan  koordinasi dan  konsulrasi  dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan kebijakan telnis urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian di
Daerah sesuai peraturan  perundang-undangan  sebagai
pedomean pelaksanasan tugas,

e, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di
bidang komunikasi dan  informatika, statistik, dan
persandian scbagei bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

[. menvelenggarakan pembinaan, pengawWasan tlan
pengendalian kegiatan  di bidang  komunikasi  dan
informatika, statistik, dan persandian sesual perundang-
undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah
ditetapkan;

g, menvelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di
bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan
persandian sesual dengan kelentuan peraturan perundang
undangan guna peningkatan Kualitas Kerja;

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (S0P] dalam
penyelengearaan keglatan di bidang  komunikasi,
informatika, statistik, dan persandian agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;

i. menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik,
pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi publik,
dan penyvelesaian sengketa informasi publik di daerah, serta
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pengelolaan pengaduan masyvarakat sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

. menyelenggarakan monitoring informasi dan  penetapan
agenda  prioritas komunikasi  Pemerintah  Daerah,
pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi
publik, pengelolaan Media Komunikasi Publik, penyvediaan
sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi
publik Pemerintah Daerah, dan membangun kemitraan
dengan  pemangku  kKepentingan yvang memiliki  potensi
scbagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik;

. menyelenggarakan layvanan hubungan media, bhubungan
masyvarakat, media dan kemitraan komunitas, dan
manajemen komunikasi krisis untuk menangani isu vang
berdampak negatiif terhadap reputasi atau citra lembaga
Pemerintah Daerah dalam rangka peaksanaan fungsi schaga
komunikator Pemerintahan Dacrah;

. menyelenggarakan penatalaksanaan dan pengawasan e
government dalam penyelenpggaraan Pemerintahan Daerah,
sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran
Permmerintahan Berbasis Elektronik, pengelolaan Gorernment
Chief Information Officer (GCIO) daerah, dan pemantauan
[mondtoring), evaluasi  dan  pelaporan  pengembangan
ekosistem sistem  pemerintahan  berbasis  elektronilke  di
daerah;

Jnenyelenggarakan penyediaan, pengembangan fdan
pengelolaan ekosistern kabupaten/ kota cerdas (smear? oity) di
daerah, fasilitasi keterhubungan data dan/atay informasi
antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan
nonpemerintah, fasilitasi penvusunan kebijakan [master
P, serta penyusunan laporan perkembangan
penyelengegaraan kabupaten/ kota cerdas (smart city| kepada
kepala daerah secara herkala;

menyelenggarakan  pendaftaran dan penggunasn Nama
Domain Pemerintah Daerah, domain pemernntah desa, dan
sub domain perangkal daerah, pendaliaran sistem elektronik
pemerintah daerah, penatalaksanaan, pengelolaan, dan
pengawasan Nama Domain dan Sub Domain  dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengembangan
portal dan situs web Pemerintah Daerah;

. menyelengearalan pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis
Pemmerintahan Berbasis Elektronik, penerapan tata kelola
dokumen elektronik dan informasi elektronik  yang
disclaraskan dengan kebijakan satu daa  Indonesia,
penetapan  satu data  pemerintah  daerah, serta
pengembangan dan penyediaan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah (SPLD) bagi daerahnya dengan
memenuhl standar interoperabilitas;

cmenvelenggarakan Sistem Jarmgan Intra Pemerintah Daerah
termasuk penggunaan akses internet wvang diamankan,
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Sistemn Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dan
pengelolaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi

pengumpulan, pengolahan, analisis dan  diseminasi data
statistik scktoral dalam rangka membernkan pelavanan
informasi pembangunan, penyusunan dan pengelolaan
metadata statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah,
dan penyusunan data base statistik sektoral terpadu
terintegrasi untuk mewujudkan satu data pemerintah daerab
sesual dengan ketentuan vang berlalu;

trenyelenggarakan otorisasi statistik sektoral, pengembangan
kapasitas kelembagaan statistik sektoral, dan pengembangan
infrsatruktur statistik selktoral di lingkup pemerintah daerah:

. menyelenggarakan pelaksanaan Keamanan — Informasi

Pemerintah Daerah yang meliputi pengamanan informasi non
elektronik dan pengamanan sistem elektronik, penggunasan
Tanda Tangan Elektronik dan penerapan  Sertifikat
Elektronik pada setiap layvanan  publik dan  lavanan
pemerintahan berhasis elektronik, penyvediaan Layvanan
Keamanan Informasi, serta pelaksanaan  manajemen
Layanan Keamanan Informasi untuk menjamin
keberlangsungan dan  meningkatkan kualitas Layvanan
Keamanan [nformasi;

. menyelenggarakan pelaksanaan operasionalisasi  Jaring

Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang meliputi jaring
kKomunikasi sandi  antar perangkat daerah, internal
perangkat daerah dan jaring komunikasi sandi pimpinan
daerah;

cmenyelenggarakan  penguatan  kapasitas  Sumber Dava

Komunikasi Publik, pengembangan dan pengelolaan Sumber
Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah, pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informas
Femerintah Daerah, dan peningkatan kapasitas SDM
Pemerintah Daecrah dalam peningkatan mutu stalistik dacrah
yvang terintegrasi  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara
mengukur pencapaian program Kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijalan tindak
lanjut;

.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan

maupun tertulis  sebagai  wujud akuntabilitas  dan
transparansi,
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13)

(4]

Bagian Kedua
Sekreatarial
Pasal ¥

Sekretariat Dinas  dipimpin olech  Sekretaris  yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas Kepala

Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan

fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi,
pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada

aval (2), Selkretariat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan
kesckretariatan;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian  kegiatan
kesekretariatan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;

e, pelaksanaan  evaluasi  dan pelaporan  Kegiatan
kesekretariatan; dan

[. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas
di bidang kesckretariatan.

Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Dinas

mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat
berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas,

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik wvertikal maupun  Thorizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisas! pelaksanaan tugas;

e. menelangh dan mengkaji peraturan perundangundangan
sesual lingkup tugasnva schagal bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;
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. menylapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah
dinas vang berkaitan dengan kegiatan perencanaarn,
evaluasi, pelaporan, sistemn  informasi, keuangan,
administrasi umum, kepegawaian dan fungs lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas:

. mengoordinasikan  dan  menyiapkan konsep Rencana
Kegiatan dan Anggaran [(RKA], Dokumen Pelaksanaan
Angegaran (DPA) serta perubahan anggaran  sesual
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

.mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah [REJMD],
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja [Renjal,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja [Pk} dan
jenis dokumen perencangan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

. mengoordinasikan dan menyiapkan konscp Laporan

Keterangan Pertangsungjawaban Bupatl [LkPJ), Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIF], Evaluasi Kiners

Pembangunan Daerah [ERKFD), Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional

Kegiatan (POK] dan jenis pelaporan lainnys sesual

dengan ketentuan yang berlaku;

i. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesual dengan
ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan kegiatan;

.menyelenggarakan pelayanan administrasi  umum,
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan,
protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi,
perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor,
kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan
aset tidak tetap, serta fasilitasi lkegiatan rapat dan
penerimaan kunjungan tamu Dinas;

. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang

dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

. mengpordinasikan dan  memfasilitasi  penyusunan
Standar Operasional Proscdur (SOP), analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja,
survey kepussan masyarakat, standar pelayanan seria
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Linas;

. melaksanakan pembinaan, pengawasar, dan
pengendalian  fungsi-fungsi manajemen  adminisirasi
perkantoran agar terwujud pelavanan prima;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian

program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
dan kebijakan tindak lanjut;

("I\u
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p, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual  ketentuan dalam  rangka peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

q. menyusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan  kepads
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kKeglatan;

r, menyampailkan saran  dan  pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
PEnYITIpangan;

s. melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Paragrafl 1
Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Pasal B

{1) Subbagian Perencanaan dan  Kewangan  dipimpin oleh
Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Kepala Subbagian Perencanaan dan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanalkan
scbagian tugas Sekretaris dalam  penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, 10 pengendalian, pengelolaan dan fasilitas
kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi,
pelaporan, sisterm  informasi Dinas, dan  administrasd
leeuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], Kepala Subbagian Perencanasn dan keuangan
MEempuUnyal uraian tugas ;

a. menyvusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluas: kegiaton tahun
sehelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan  perintah  pimpinan  melalul  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efekuf dan elisicn;

c. membag tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secars
lisan maupun terwulis guna kelancaran pelaksanaan
tugns,

d. melaksanalkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun  horizontal  untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d'\‘
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menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan
sesuai lingkup tugasnva scbagai bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk  teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegialan,;

menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan
usulan program kegiatan dari masing-masing scksi
subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
seguai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari
kesalahan;

menyiapkan bahan dan menvusun Konsep Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaltsanaan
Anggaran [([DPA} serta perubahan anggaran sesual
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan,
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPEJMD],
Rencana Strategis (Renstra), REencana kena (Renjal,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (Pk) dan
jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (S0P
Subbagian Perencanaan dan Keuangan seria
menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun
oleh masing-masing subbagian, seksi, dan UPTD;

. menyviapkan bahan dan menyusun materi tindak kanjut

hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat
realisasi pelaksanaan kegiatan dari  masingmasing
subbagian, seksi dan UPTD sebagai bahan penyusuisn
laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan
kKeterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKERJ), Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPDY|, Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah [SPIP] dan jenis pelaporan lainnya
sesuai dengan ketentuan yvang berlaku;

melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimhingan di bidang sistem informasi dinas;

. menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran

baik di lingkungan Sckretariat, Bidang, dan UPTD sesuai
dengan proscdur dan ketentuan yvang berlaku;

.menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran

baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesual
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

. menyiaplan bahan dan mengoordinasikan  proses

administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi
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untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

r. menyiapkan  bahan pembinaan, sosialisasi, dan
bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat
pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;

5. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan
anggaran dengan cara membandingkan  laporan
perkembangan realisasi  belanja  dengan rencana
pembiavaan yang ditetapkan scbelumnya;

t. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen
pertanggungiawaban keuangan pelaksanaan kegiatan
guna menghindari kesalahan scrta memberikan koreksi
pENVEMpUrnaan;

u, menyiapkan hahan dan MENYUSUn laporan
perianggungjawaban  keuangan Dinas  serta  jenis
pelaporan keuangan lainnya,

v. melaksanakan pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan
Subbagian Perencanasn dan Keuangan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 12

w.mengevaluasl dan  menilai  prestasi Kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai  ketentuan dalam  ranglka peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

%, menyusun laporan  pelaksanaan  kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

y. menyampaikan saran dan  pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawalan
Pasal U

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimans
dimaksud pada avat (1), mempunyai tugas melaksanakan
sebagian  tugas Sckretaris  dalam  penyiapan  bahan
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan  fasilitas
kegiatan di bidang administrasi umum, ketalalaksanaan,
kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi,

(i 2
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perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitas
kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, Kepala 3Subbagian Umum dan Kepegawaiarn
memnpunyal uraian mgas |

.

b.

menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui penglajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan tugas berjalan efektil dan elisien;

. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan

kompetensinya serta memberikan arahan baik sécara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

. melaksanakan koordinasi dan konsuleasi dengan instansi

terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangks
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,;

. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan

sesuai lingkup tugasnyva sebagai bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan  penyusunan  petunjuk  leknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

. melaksanakan layanan kegiatan surat  menyurat,

perlenglkapan, ketatalaksanaan, kehumasan,
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan
aset tetap dan aset tudak tetap;

cmemiasilitasi penvusunan analisis jabatan, analisis

beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
kepuasan  masyarakat, standar pelayanan serta
pengusulan formasi kebutuhan pegawal Dinas secsual
dengan peraturan perundang-undangan,

. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadasn

barang dan jasa untuk keperluan Dinas secrta
mengusulkan penghapusan aset tetap, aset  tidak
berwujud dan Tharang persediaan  sesual  dengan
peraturan perundang-undangan,

. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja vang

melaksanakan fungsi lavanan pengadaan dan Lavanan
Pengadaan Secara Elekitronik (LPSE] Daerah dalam
rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesual dengan
peraturan perundang-undangan;

.melaksanakan  penatausahasn, inventarisasi, dan

pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib
administrasi scria melakukan pengawasarn,

‘I
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pengendalian, pemeliharaan aset letap dan aset tidak
tetap agar dapat digunakan optimal;

l. menviapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawaian secara rufin dan berkala serta memelihara
file/dokumen kepegawaian scluruh pegawal Dinas guna
terciptanya tertib administrasi kepegawaian,

m, menyiapkan bahan dan memproses usulan kenatkan
pangkal, mutasi, gajl berkala, pemberhentian/pensiun,
pembuatan  kartu  suami/isteri, tabungan asuransi
pensiun (taspen|, pengiriman peserta pendidikan dan
pelatihan [diklat)/bimbingan teknis (himtek}, dan urusan
kepegawaian lainnya;

n. melaksanakan urusan rumah langga serta menyiapkan
sarana, akomodasi, dan protokeler dalam kegiatan rapat-
rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dings;

o. mengoordinasikan  Kegiatan  pengamanan  kantor,
kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan
kantor yang tertib, bersth, aman dan nyvaman;

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (S0P) kegiatan Subbagian Umum
dan Kepegawaian;

(- melaksanakan  pemantauan  dan evaluasi  kegiatan
Subbagian Umum  dan  Kepegawaian dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang lelah disusun
untulk bahan laporan dan Kebijakan tindak lanjut;

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja
sesital ketentuan dalam  rangka peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

5 menyusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan  kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

I. menyampaikan saran  dan  pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Ketiga
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Pasal 10

Didang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh
Repala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Kepala Bidang Informasi dan Komunikas:  Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyval tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

i



(3)

[

| &

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi,

dan pelaporan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi
publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bidang Informasi dan Komunikasi Publk

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang inlormast dan
komunikasi pubtlik;

b, pengoordinasian dan pelakssnaan kegiatan di Didang
informasi dan kemunikasi publik;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegialan di
bidang informasi dan komunikasi publik;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang informasi
dan komunikasi publik;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
informasi dan komunikasi publik; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
di bidang informasi dan komunikasi publik,

Untuk melaksanakan tugas dan fungs! sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang

Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana dan  program  kegiatan  Bidang
Informasi dan Kemunikasi Publik berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektifl dan cfisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanasn
tugas;

d. melaksanalkan koordinasi dan konsultasi dengan mstans:
terkait  baik vertikal maupun hornsontal  untuk
mendapatkan informasi, masulkan, serta dalam ranghka
ginkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e, menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesuai lingkup tugasnva schagai bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah
dinas wvang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan
Informasi dan Komunikasli Publik, termasuk Kehumasan
Pemerititah Daerah;

g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publil, termasuk
Kehumasan Pemerintah Daerah;

h. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang
informasi dan komunikasi publik;
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. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring opini  dan

aspirasi publik vang meliputi pemantauan Isu Publik di
media massa dan media sosial, pengumpulan pendapat
umum, pemantauan aduan masyarakat, serta evaluasi
dan pemilihan Isu Publik;

mengoordinasikan pelaksanaan monitoring informasi dan
penetapan  agenda prioritas  komunikasi Pemerintah
Daerah vang meliputi pemantauan informasi kebijakan
yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan
agenda prioritas Femerintah Daerah; dan evaluasi dan
penetapan agenda  prioritas  komunikasi Pemerintah
Daerah;

mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan konten dan
perencanaan media komunikasi publik yang meliputi
penyusunan  strategi  kKomunikasi  publik,  dan
pengemasan konten;

. mengoordinasikan  pelaksanaan  pengelolaan  Media

Komunikasi Publik melalui pengelolaan media  milik
Pemerintah Daerah, pemanfaatan media lain untuk
diseminasi pesan, dan evaluasi penggunaan Media
Komunikasi Publik;

. mengonrdinasikan  pelaksanaan pengelolaan  informast

publik, pelayanan informasi publik, dan penyelesaian
sengketa informasi publik di daerah, serta pengelolaan
pengaduan masyarakat;

. mengoordinasikan pelaksanaan layanan hubungan media

melalui pengelolaan hubungan media dan pelaksanaan
fungsi komunikasi sebagai komunikator Pemerintahan
Daerah;

- mengoordinasikan  pelaksanaan  kemitraan  dengan

pemangku  kepentingan  yang meliputi  kegiatan
pengembangan dan pemberdayaan pemanghku
kepentingan vang memiliki potensi sebagai jejaring dalam
diseminasi Informasi Publik;

. mengoordinasikan pelaksanaan manajemen komunikasi

krisis untuk menangani isu yang berdampak negatil
terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah,
vang meliputi penylapan penanganan komunikasi krisis,
pengelolaan komunikasi krisis, dan evaluasl penanganan
komunikasi krisis;

. mengoordinasikan  pelaksanaan  penguatan  kapasitas

Sumber Dava Komunikasi Publik, yang meliput
pengembangan  kapasitas Sumber Daya Komunikasi
Publik, dan penvediaan dan pemberian konsultasi scria
advokasi kepada individu pengelola informasi dan
komunikasi publik di lingkungan Pemerintabh Dagrah;
mengoordinasikan penyelenggarasn Hubungan
Masyvarakat, Media dan Kemitraan Komunilas;

o
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5. mengoordinasikan penyediaan atau pengadaan Sarana
dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi
Puhblik Pemerintah Daerah;

t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
dengan cara mengukur pencapaian program kera vang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

u. mengevaluasi dan  menilai  prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pcgawai dan perilaku kerja
sesuai  ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

v. menyusun laporan pelaksanaan  kegiatan  kepada
pimpinan sebagal wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan,

w.menyampaikan saran dan  pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindarc
penyvimpangan;

%, melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanys

Paragral 1
Scksl Pengelolaan dan Pengaduan Informas: Puiik
Pasal 11

Seksi  Pengelolaan dan  Pengaduan Informasi  Publik
dipimpin oleh Kepala Sekst yang berkedudulkan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Didang Informasi
dan Komunikasi Publik

Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengaduan Informasi Puhlik

sehagaimana dimaksud pada ayat (1}, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang [nformas: dan

Komunikasi Publik dalam penyiapan bahan perumusan

kebijakan tekenis, pengooniinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi,
dan pelaporan kegiatan di bidang pengelahan pengaduan,
opini dan informasi publik;

Untuk melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud pada

ayat (2], Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengaduan Informasi

Publik mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana dan  program  kegiatan  Seksi
Pengelolaan  dan Pengaduan Informasi Publik
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalul  pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan tugas berjalan efektil dan efisicn;

(o
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. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis puna kelancaran pelaksanaan
tugas;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik wertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam ranghka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas:

. menclaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesual linglup tugasnya sebagai bahan atau pedoman
untuk melaksanaloan kegiatan;

 menylapkan bahan penyusunan petunjuk  tekmnis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai Ingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kemaran;

_menviapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi  publik,
pengeinlaan informasi dan pengaduan untuk mendukung
kebijakan nasional dan kabupaten, dan pengelolaan
manajemen komunikasi krisis di Kabupaten;
.melaksanakan pemantauan isu publik di media massa
dan media sosial, pengumpulan pendapat umum,
permantauan aduan masyarakat, evaluasi dan pemilihan
isu publik, serta pendistribusian isu prioritas dan isu
terindikasi krisis kepada perangkat daerah;

i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan

|pengklasifikasian, pemilahan dan pembuatan dokumen
informasi publik), pendokumentasian, dan pemeliharaan
informasi publik dalam aplikasi data base internal
dan/atau hardcopy guna terciptanya tertib adminisirasi
dan tata kelola administrasi dan informasi publik;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan update informasi
vang dibutuhkan olch warga masyarakat, berupa
informasi publik berkala dan serta merta melalui
pengelolaan konten pada situs resmi website Pemernintah
Daerah atau papsn pengumuman, dan informasi publik
tersedia setiap saat di dalam aplikasi database internal
dan/atau hardcopy;

.memberikan pelavanan informasi kepada masvarakat,
pengelolaan  keberatan  permohonzn  informas;,  dan
pemberian pertimbangan tertulis keberatan permohonan
informasi melalui  pengujian  konsekuensi  terhadap
informasi vang dikecualikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi teknis kepada
perangkat daerah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID| pembantu dalam rangka pelayanan
informasi publik meliputi pengumpulan, pengolahan,
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penvimpanan dan  penyajian  informasi  publik  yang
dibutuhkan pemohon informast;

menyiapkan bohan penyelesaian senghketa mformasi
publik melalui mediasi sengketa informasi di Komisi
Informasi, Sidang Ajudikasi Non Litigasi, maupun
banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika
dibutuhkan;

. menyiapkan bahan penyusunan prosedur pengaduan

masyarakat, menyiapkan sarana, memberikan layanan
dan pengelolaan pengaduan, serta pemarntauan,
pelaporan  dan  evaluasi  pengelolaan  pengaduan
masyvarakat;

melaksanakan identifikasi potensi dan jenis krisis dari
rekomendasi pemantauan isu publik dan rekomendasi
pemantauan  informasi  kebijakan  terkait  dengan
kewenangan daerah, melaksanzkan analisa dan
menyiapkan bahan penanganan, pengelolaan dan
evaluasi penanganan komunikasi krisis;

_menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur [SOP] kegiatan Seksi Pengelolaan
dan Pengaduan Informasi Publik untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik;

. melaksanakan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan

kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengaduan [Inlormasi
Publik dengan cara mengukur pencapaian program kerja
vang lelah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

. mengevaluasi dan menilai  prestasi  kerja  bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja
sesual  ketentuan dalam rangka peningkatan  karr,
pemberian penghargaan dan sanksi;

. menyusun  laporan pelaksanaan  kegiatan  kepada

pimpinan sebagal wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan,; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya,

Paragraf 2
Scksi Media Massa
Pagsal 12

Scksi Media Massa dipimpin olech RKepala Scksi vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kKepada
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi.
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Kepala Seksi Media Massz sebagaimana dimaksud pada
avat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dalam penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, pelaporan kegiatan di bidang Media

Massa,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat (2}, Kepala Seksi Media Massa mempunyal uraian

lugas:

a, menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Media
Massa berdasarkan peraturan perundang- undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagad
pedoman pelaksanaan ugas;

. menjabarkan perintah  pimpinan  melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

¢, membagi tugas bawahan sesuai depngan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun  horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam ranglka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menclaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bshan atau pedoman
untuk melaksanalkan kegiatan;

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup
mugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

g. menyiapkan bahan  perumusan  dan  pelaksanaan
kebijakan agenda prioritas, pengelolaan konten dan
perencanaan media komunikasi pemerintah daerah, dan
layanan  hubungan media  untuk  mendukung
penyelenggaraan kehumasan pemerintah daerah, serta
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di
Kabupaten;

h. melaksanakan pemantauan, pengumpulan dan
menganalisa informasi kebijakan terkait kewecnangan
daerah dan menviapkan bahan penyusunan rekomendas
hasil analisis, termasult informasi kebijakan terlkait
kewenangan daerah yang terindikasi krisis;

i. menviapkan bahan penyusunan rekomendasi kebijakan
prioritas daerah, termasuk informasi kebijakan daerah
yvang  terindikasi  krisis  berdasarkan  pemetaan
rekomendasi hasil analisa informasi kebijakan terkait
kewenangan daerah;
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i. menyiapkan bahan dan  pelaksanaan  koordinasi
penvusunan strategi komunikas: publik sesuai peraturan
perundang-undangan yang meliputi penetapan tujuan,
penctapan target khalayak, dan penetapan materi konien
komunikasi publik;

. melaksanakan produksi konten komunikasi publik dan/

atau berita dan pengemasan konten pada media

komunikasi publik berdasarkan tujuan, preferensi target
khalavak, dan ketersediaan akses informasi;

. memberikan lavanan pemberitaan tentang kebijakan dan

kegiatan Pemerintah Daerah;

. melaksanakan pendataan media massa balk media cemak,
media daring maupun media elektronik dalam jaringan
komunikasi;

. melaksanakan koordinasi dan menjalin hubungan kerja
atau kemitraan dengan kalangan pers dalam rangka
kegiatan  pemberitaen  daerah  maupun  kebijakan
pemerintah Daerah melalur media massa;

. melaksanakan layanan hubungan media melalui siaran
pers (press realease), pengelolaan ruang pers atau media
center, pelaksanaan konferensi pers. kunjungan pers,
perternuan  dengan media, kunjungan ke media,
perteinuan dengan pemimpin redaksi, dan hputan media,
serta pemantauan pemuatan siaran pers di media;

. melaksanakan peliputan pimpinan daerah dan peranghkat

dacrah dalam kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan,

dan lainnya;

. menghimpun informasi dari perangkat daerah serta

menganalisis bahan informasi vang akan dipublikasikan

dalam melaksanakan tugas sebagai Komunikator

Pemerintah  Daerah  dalam  rangka penvelenggarsm

Hubungan Masvarakatl, Media dan kemitraan Komunitas;

. menyiapkan bahan pembinaan dan  pengembangan

kapasitas sumber daya komunikasi publik serta

menyediakan dan memberikan layanan keonsultasi dan
advokasi kepada individu pengelola informasi dan
komunikasi publik Perangkat Daerah;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur (SOP} kegiatan pada Seksi Media

Massa untuk peningkatan kualitas pelayvanan publils;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Media Massa dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang ielah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

.mengevaluasi dan menilai prestasi kerjia bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual  ketentuan dalam rangka peningkatan lkarir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

¢
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v. menyvusun  laporan  pelaksanaan  kegialan  kepada
pimpinan secbagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

w.menyampaikan saran dan  pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajlan
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindar
penyimpangan; dan

%. melaksanakan tupgas kedinasan lain dar pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Paragraf 3
Scksi Publikasi dan Sumber Daya Komunikasi
Pasal 13

Seksi Publikasi dan Sumber Dava Komunikasi dipimpin

oleh Kepala Seksi vang berkedudukan di bawah dan

bertangpung jawsb kepada Kepala Bidang Informasi dan

Komunikasi.

Kepala Seksi Publikasi dan Sumber Daya Komunilasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Informasi dan

Komunikasi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pengelolaan, [asilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang publikasi dan Sumber Daya

Komunikasi,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2], Kepala Scksi Publikasi dan Kemitraan mempunyai

uraian tugas

4. menyusun rencana dan program Kegiatan Seksi Publikasi
dan Sumber Daya Komunikasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sehelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

b. menjabarkan  perintah  pimpinan  melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan «an
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
PUgas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait  baik vertikal wmaupun  horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisas! pelaksanaan tugas;

¢. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesual lingkup tugasnva sebagai bahan atau pedoman
untulk melaksanakan kegiatan;

f. menviapkan bahan penyusunan petunjuk  tekmns,
petunjul pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai hngkup

Q



tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan,

. menviapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan dibidang informasi dan kemunikasi pubiik,
pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan dengan
pemangku  kepentingan, serta penvediaan sarana dan
prasarana pendukung informasi dan komunikas: pubhk
pemerintah daerah;

. melaksanakan tata kelola media komunikasi publik milik
pemerintah dacrah yang meliput dan udak terbatas pada
Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), media cetak,
media daring, dan media sosial milik pemerintah daerah;
. melaksanakan pembentukan tim redalesi dan tim media
sosial, pembuatan akun media sosial, pembuatan
standar operasional prosedur [sop), rapat redaksi media
komumnikasi publik milik pemerintah secara periodik, dan
pengoordinasian akun media sosial perangkat darrah;

. menyiapkan bahan pelaksanaan pembuatan layout atau

desain media, pencetalkan atau penerbitan media, dan
pendisiribusian majalah/ tabloid pemerintzah daerah,
hrosur, leaflet, boolklet, banner, haliho dan videothrone
sebagai media publikasi dan komunikasi publilk:

. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi di
media sesual stratepl komunikasi publik melaluil media
komunikasi publik milik pemerintah daerah, media non
pemerintah, tatap muka/ tradisional, dan melalui
mfluencer berbayar maupun tidak berbayar,

. menyiapkan bahan pemantauvan pemuatan konten
komunikasi publik berdasarkan jangka waktu dan
rekuensi tayang, bahan penilaian ketepatan pemuatan
konten  komunikasi publik, dan bahan evaluas
penggunaan media komunikasi publik;

. melaksanakan pendataan pemangku Kepentingan atau
mitra komunikasi publik wang meliputi  Lembaga
Komunikasi Sosial [LKS), kelompok informasi masyarakal
(KIM}, kelompok media tradisional, kelompok pembusat
konten positif, blogger, influencer, dan kelompok sirategis
lainnya;

.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan,
pengembangan dan  pemberdayaan mitra komunikasi
publik yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam
diseminas! [nformasi melalui pemetaan pemangku
kepentingan, pelaksanaan bimbingan teknis, workshap,
sarasehan, forum, dan Kegiatan peningkatan litcrasi
informasi terkait isu strategis, model dan simulasi
kemitraan, kompetisi dan pemberian  penghargaan,
penyediaan bahan-bahan informasi dan  diseminasi
informasi melalui media milik pemangku kepentingan,
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serta evaluasi pemanfaatan media milik  pemangku
kepentingan dalam diseminasi inlormasi;

.menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  fasilitas

komunikasi, sarasehan, ceramah, diskusi, lokakarya dan
dialog antara lembaga pemeriniah, non pemeriniah dan
masyarakat,

. mendokumentasikan kegiatan pemerintah daerah dalam

bentuk foto, video, lilm atau sejenisnya;

~melaksanakan pendataan, penyediaan atau pengaidaan,

pengelolaan, dan pemeliharsan secara rutin terhadap
seluruh sarana dan prasarana pendukung miormasi dan
komunikasi publik pemerintah daerah;

. merencanakan dan melaksanakan diseminasi informasi

nasional sebagai pelayanan informasi publik melalus
media komunikasi dan informasi;

. menyiapkan bahan dan menyusun kKonsep Standar

Operasional Prosedur |S0P)  kegiatan pada Seksi
Publikasi dan Sumber Daya Komunikasi untuk
peningkatan kualitas pelayanan publilk;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Scksi Publikasi dan Sumber Daya Komunikasi
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan kehijakan tindak
lanjut;

mengevaluasi dan menilai  prestasi  kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawan dan perilaka kerja
sesual  Ketentuan dalam  rangka  peningkatan  Karir,
pemberian penghargaan dan sanbkesi;

. Menyusun  laporan pelaksanaan kegiaton  kepada

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

menvampaikan  saran  dan  pertimbangan  kepada

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dan piimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Keempat
Hidang Aplikasi Informatika
Pasal 14

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas

Kepala Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimalesud
pada ayat (1), mempunval tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,

ol
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pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di

bidang aplikasi informatika,

[3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bidang Aplikasi Informmatika mempunyai fungsi :

a, perumusan  Kebijakan teknis  di bidang  aplikasi
informatika;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
aplikasi informatika;

¢. pemhinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan i
bidang aplikasi inlormatika;

d. pengelolaan dan [asilitasi kegiatan di bidang aplikasi
informatika;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
aplikasi informatika; dan

f. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Dinas
di bidang aplikasi informatika.

[4] Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Aplikasi
Informatika mempunyal uraian tugas ;

4. menyusun  rencanag  dan program  kegiatan  Bidang
Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang
undangan dan hasil evaluasi kepiatan tahun sebelumnya
sehagail pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah  pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agars
pelaksanaan tugas beralan efeketif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan secsual dengan jabatan dan
kompetensinva serta memberikan arahan haik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun  horizoental untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesual lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah
dinas yvang berkaitan dengan Keglatan tata kelola dan
pemberdayaan informatika, pemberdavaan aplikas: dan
konten, serta infrastruktur teknelogl informasi;

g. mengoordinasikan  penyvelenggaraan kegiatan i bidang
pengelolaan Aplikasi  Informatika vang  meliputi
pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah  Pusat dan  Sub  Domam  ¢i lingkup

Pemerintah Daerah, seria pengelolaan SISTem
pemerintahan berbasis clekironik di lingkup Pemerintah
Daerah;

A
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h. mengoordinasikan penatalaksanaan dan pengawasan
pengelolaan  sistem pemernintahan berbasis elekironik
dalam penyvelenggaraan Pemerthtahan Daerah  untulk
menata  proses  sekaligus  memastikan kepatuhan
terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dengan
menyusun  Rencana Induk  dan/atan  Arsitektur
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

L. mengoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan
perencanaan dan penganggaran dalam penvelenggaraan
pemerintahan berbasis elekuronik, serta pelaksanaan
pemantauan [(monitoring), evaluasi dan pelaporan
pengembangan ekosistern sistern pemerintahan berbasis
elektronik di daerah;

J. mengoordinasikan pendaftaran dan penggunaan Nama
Domain Pemerintah Daerah sebagni alamat elekironilk
resmi  Pemerintah Daerah, dan nama sub domain
perangkat daerah, serta pendaftaran sistem elektronik
pemerintal deerah sesual dengan kKetentuan peraturan
perundang-undangan,

k. mengoordinasikan penatalaksanaan, pengeloiaan, dan
pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta pembinaan
telenis terhadap peortal dan situs web Perangkat Daerah
dan desa, yang meliputl fasilitasi, konsaltasi, kooerdinasi,
bimbingan teknis, dan pengembangan  dalam
penyelenggaraan  portal dan  situs web  Pemerintah
Daerah;

. menpoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Pusat Data
dan Pusat Pemulihan Bencana untuk keperlusn
penempatan, penyimpanan, dan pengolaban data, baik
vang diselenggarakan sendiri maupun menggunakan
pusat data nasional, dan/atau menggunakan Pusat Data
pada kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, atau
Pusat Data nonpemernintah melalui skema kerja sama
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

m. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah Dacrah yang merupakan
Jaringan tertatup vang menghubunglkan antar simpul
jaringan dalam Pemerintah Daerah, interkoneksi jaringan
dengan Pusat Data Nasional secara bertahap, seria
penggunaan akses internet yang diamankan untuk
perangkat daerah dan/atau unit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah yang belum  terhubung dengan
Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

n, mengoordinasikan  penyvelenggaraan  Sistem Jaringan
Komunikasi Intra Pemerintah Daerah yang merupakan
Sistem Eleklronik komunikasi terfutup antar perangkat

=
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daerah berbasis suara, video, iteks, data, dan sinval
lainnya;

, mengoordinasikan penerapan  tata  kelola  dokumen

elektronik yang diselaraskan dengan kebijakan satu data
Indonesia, penggunaan dokumen  elektronik  dan
informasi elektronik Pemerintah Daerah, serta {asilitas
integrasi layanan, pertukaran data dan nformas antar
perangkat daerah, pemerintah daerah lainnya, maupun
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;

-mengoordinasikan pembangunan  dan pengembangan

aplikasl pemerintahan berbasis elektronik (aplikast muli
platform), dan penyusunan proses bisnis  layanan
pemerintah berbasis elekironik sebagai pedoman dalam
penggunaan Dokumen  Elektronik dan  [nformasi
Elektronik scrta pencrapan aplikasi  pemenntahan
berbasis elekironik sesuai dengan standar Keamanan
informasi dan layanan pemerintah berbasis elektronik di
daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

. mengoordinasikan  pengembangan  dan  penvediaan

Sistem Penghubung Lavanan Pemerintah Daerab {SPLD)
bagi daerahnya dengan memenuhi standar
interoperabilitas antar layvanan pemerintahan berbasis
elektronik, dan menjamin kemampuan keterhubungan
dengan SPLPD pada daerah lain, dan sistem penghubung
layanan nasional;

mengpordinasikan penvediaan, pengembangan  dan
pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas (sman
city) di daerah, fasilitasi keterhubungan data dan/atau
informasi antara Perangkat Daerah dengan pemanghu
kepentingan non  pemerintah, fasilitasi penyusunan
kebijjakan (master plan), serta penyusunan laporan
perkembangan penyvelenggaraan kabupaten,; kota cerdas
(smart city) secara berkala;

. mengoardinasikan pengembangan dan  pengelolann

sumber Daya Teknologl Informasi dan komuonikasi
Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan dan
optimalisasi pemanfaatannya berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. mengoardinasikan pelaksanaan Fasilitasi

penyvelenggaraan Government Chiel Information Office
(GCIO) pemerintah kabupaten ager dapat memberikan
dukungan dan/ amu  jaminan  penyelenggaraan,
MAnajemenn, audit, pemantauan dan evaluas
pemerintahan berbasis clektronik di daceah;
melaksanalan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan  Bidang  Aplikasi  Informatika dengan  cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak laniut;

=
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v. mengevaluasi dan menilai  prestasi  kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegewal dan perilaku kerja
sesual  ketentuan dalam rangka peningkatan  karir,
pemberian penghargaan, dan sanksi;

w.menyusun  laporan pelaksanaan  kKeglatan kepada
pimpinan sebagal wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

x. menyampaikan saran  dan  pertimbangan  kKepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyirnpangan,

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesusal
dengan tugas dan fungsi unit kerjanva.

Paragraf |
Selksi Tata Kelola dan Pemberdayvaan Informatilea
Pasal 15

Seksi Tata Kelola dan Pemberdayvaan Informatika dipimpin

oleh Kepala Seksi yvang berkedudukan di bawah dan

bertanggung  jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi

Informatika.

Kepala Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan [nformatika

schagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Aplikasi

Informatika dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, pengoordinasian, pembinaan, PEnRgawasan,

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di hidang tata kelola dan pemberdayaan
informatikea,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2}, kepala Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan

Informatika mempunyal uraian tugas :

4. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Tata
Kelola dan Pemberdavaan Informatika berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  dan hasil  evaluasi
kegiatan  mhun sehelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membag fugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinys  serta memberikan arahan baik secars
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait  baik wvertikal maupun  horizontal  untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
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e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesual lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedeman
untuk melaksanakan kegiatan;

f. menviapkan Dbahan penyusunan petunjuk icknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

g. melaksanakan kajian dan analisis sebagai  bahan
PCOY USUNaAn kehijakan pengelolaan ekosistem
pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan ekosistem
kabupaten,; kota cerdas (smart city), serta pengelolaan
sumber dava teknologi informasi dan komunikasi [TIK) di
daerah;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian/ analisis
sebagal bahan dalam menyusun rancangan rencans
induk pemerintahan berbasis elektronik (arsitekiur
pemerintahan herbasis  elektronik) sebagal panduan
dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elekironik
yvang terpadu dan berkesinambungan di daerah, serta
review secara berkala dan/ atau sewalctu-waktu rencana
induk pemerintahan berbasis elekironik di daerah;

i. melaksanakan penelitian dan sinkronisasi dokumen
perencanaan dan penganggaran pemerintahan berbasis
elektronik pada perangkat daerah dengan Kencana Induk
pemerintahan  berbasis  elektronik  daerah, seria
penyiapan bahan dalam  penyusunan  rekomendasi
Government Chief Information Officer [GCIO) alas
perencanaan dan pengangparan pemerintahan berbasis
clektronik pada perangkat dacrah;

j. menviapkan bahan penvelenggaraan Govermment Chief

Information Qfficer (GCIO) pemerintah kabupaten meliputi
perencanaan, penyelarasan, penylapan, implementasi,
dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TI1K|
vang memadukan teknologi dan sistem informasi deng:in
aspel-aspek mangjemen lainnya agar dapat memberikan
dukungan maksimal terhadap jaminan penyelenggaraan,
manajemen, audit, pernantauan dan evaluasi
pemerintahan berbasis elektronik di daerah;

k. melaksanakan koordinasi dan  fasilitasi  penvediaan
ckosistem bagi terselenggaranya kabupaten/ kota cerdas
(smart city), [fasilitasi keterhubungan data dan/atau
informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku
kepentingan nonpemerintah, dan fasilitasi penyusunan
kebijakan (master plan) terkait implementas] kabupaien
keota cerdas (smart city);

l. melaksanakan koordinasi dan  [asilitasi  terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi komite kKabupaten/ kota
cerdas {smart cily), serta menyiapkan bahan laporan

A



perkembangan penvelenggaraan kabupaten/ kota cerdas
(smart city) kepada kepala daerah secara berkala;

. melaksanakan tata kelola asset teknologi informasi dan
komunikasi yang meliputi dan tidak terbatas pada
perangkat  keras, perangkat  lunak, sumber daya
manusia, dan pengetahuan Teknologi Informasi dan
komunikasi untuk menjamin  ketersediaan  dan
optimalisasi pemanfaatannya dalam penyelenggaraan
pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah;

. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia yang
meliputi aparatur sipil negara dan masyarakal pengguna
layanan pemerintahan berbasis  elektronik  melalui
serangkaian proses perencanaan, pengembangan dan
pembinaan  karier, dan  sertifikasi  profesi dan
pendayagunaan sumber daya manusia  dalam
penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronils;

. melaksanakan  pengelolaan  pengetahuan Teknologi
Informasi dan komunikasi melalui serangkaian proses
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan alib
pengetahuan dan  teknologi yang dihasilkan dalam
penyvelenggaraan pemerintahan berbasis elekironik;
.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan
imonitoring), evaluasi dan pelaporan pengembangan
ekosistemn system pemerintahan berbasis elektronik di
daerah;

. menyiapkan bahan dan menyusun kensep menyiapkan
bahan analisis dan penghkajian terhadap perkembangan
dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
khususnya perangkat lunak, peranghkat Lkeras dan
perangkat jaringan untuk dapat diterapkan di ingkungan
pemerintah Dacrah;

. Standar Operasional Prosedur (SOP] kegatan Seksi Tata
Kelola dan Pemberdayaan Informatilka untulk peningkatan
kualitas pelayanan publik;

;. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Scksi Tata Kelola dan  Pemberdayaan
Informatika dengan cara mengukur pencapuan program
kerja yang telah disusun untuk bshan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

. mengevaluasi dan  menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja
sesual  ketentuan dalam rangka peningkatan  karir,
pemiberian penghargaan dan sanlesi;

.menyvusun laporan pelaksanaan  Kegiatan  Kepada
pimpinan scbagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanann kegiatan;

. menyampdikan saran  dan  pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
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agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindan
penyimpangan; dan

w, melalksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

Paragrafl 2
Seksi Pemberdavaan Aplikasi dan Konten
Pasal 16

Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Konten dipimpin oleh

Kepala Seksi vang berkedudukan di  bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi

Informatika.

Kepala Seksi Pemberdayvaan Aplikasl dan  Kaonten

sehagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal fUgAs

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Aplikas:

Informatika dalam penyiapan bashan perumusan kebijakan

teknis, pengoordinasian, pembinaan, ptngawasan,

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
perencanaan kegiatan di bidang pemberdayaan aplikasi dan
konten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayvat (2], Repala Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan konten

mempunyal uraian tugas :

4. menyusun rencana dan  program  kegiatan  Seksi
Pemberdayaan  Aplikasi  dan  Konten  berdasarkan
peraturan  perundang-undangan dan hasil evaluas:
kegiatan tahun schelumnya schagal pedoman
pelaksanaan Lugas,

b. menjabarkan penntah pimpinan melalul  pengkapan
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efekul dan efisien,

¢. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinva scrta memberikan arahan baik secars
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
[LUgAS;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instans
terkait baik vertikal maupun horizental untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

€. menelaah dan mengkajl peraturan perundang-undangan
sesual lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman
untuk melaksanakan keglatan;

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuail lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran  pelaksanasdn
kegiatan,

g. melaksanakan kajian dan analisis sebagai  bahan
penyusunan  kebijakan pengelolaan domain dan

)



I1.

33

subdomain, portal dan situs web, sistem elektronik,
dokumen elektronilkk dan informasi clektronik, aplikasi
dan proses bisnis, serta Sistem Penghubung Lavanan
Pemerintah Daerah (SPLD) di lingkungan kabupaten;

.melaksanakan  pendaftaran  dan  penggunaan nDama

domain Pemerintah daerah sehagai alamat elekironik
resmi Pemerintah  Daerah, dan  mengoordinasikan
penyelenggaraan domain dan subdomain di lingkungan
Pemerintah  Daerahnya sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. melaksanakan  pengelolaan  dan  pengawasan  yang

meliputi  perpanjangan, penonakiifan dan perubahan
nama domain Pemerintah daerah, dan sub domain
Perangkat Daerah;

. melaksanakan fasilitasi pendaftaran Sisterm Elektronik di

lingkungan Pemerintah Daerah;

. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan

data dan informasi elektronik vang dimiliki pcmerintah,
pemerintah  daerah, dan/atau wyang diperoleh  dar
masyarakat, pelaleu usaha, dan/atau pihak lain dalam
penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektrontk di
daerah;

melaksanakan fasilitasi integrasi layanan, pectulearan
data dan informasi antar perangkat daerah, dengan
pemerintah daerah lainnya, maupun antara pemerintah
dacrah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat;

melaksanakan kajian dan analisis, scrta koordinasi
dengan Perangkat Daerah, antar Pemnerintah Daerah, dan
antar Instanst dalam penyusunan rancangan proses
bhisnis layanan pemerintah berbasis elekironik sebagai
pedoman dalam penggunaan Dokumen Elektronik dan
Informasi Elektronik  serta  penerapan  aplikasi
pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
melaksanakan penverahan kode sumber terbuka, kode
sumber aplikasi tertutup, dan aplikasi vang telah
dihimpun sebagai produl kompilasi kode sumber dalam
bentuk  elektronik  kepada Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia untuk kepentingan
penvelenggaraan  pemerintahan  berbasis  elektronik
nasional dan kepentingan pemerintah daerah;

. melaksanakan pengembangan aplikasi berbagal jenis

platformm baikk yang berbasis web, desktop dan mobile
dengan mempertimbangkan aspek elektivitas, elisicnsi,
dan keamanan informasi;

. melaksanakan fasilitasi implementasi aplikasi umum

berupa sosisalisasi dan  bimbingan teknis, serta
melaksanakan pembangunan, dan pengembangan
aplikasi khusus berdasarkan Fencana induk
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pemerintahan  berbasis  elektronik  di  daerah  dan
kebutuhan khusus pemerintah daersh;

q. melaksanakan pembinaan teknis terhadap portal dan
situs web perangkat daerah dan desa, yang meliputi
fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, serta
pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs
weh Pemerintah Daerah;

r. melsksanakan pengembangan dan penyediaan Sistem
Penghubung Lavanan Pemerintah Dacrah [SPLD) dengan
memenuhi  standar  interoperabilitas  antar layvanan
pemerintahan  berbasis  elektronik  yang menjamin
kemampuan keterhubungan dengan SPLD pada dactrah
lain dan Sistem Penghubung Layanan Masional;

s, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur [(S0OF] kegiatan Scksi
Pemberdayvaan Aplikasi dan Konten untuk peningkatan
kualitas pelayanan publile;

t. melaksanakan pemantanan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Konten
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang
telah disusun untuk bahan laporan dan Kebijakan tindak
lanjut;

u. mengevaluasi dan menilai prestasi  kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
gesuai  ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sankst;

v. menvusuan  laporan  pelaksanaan  kegiatan  kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

w.menyampaikan saran dan pertimbangan Kkepada
pimpinan bail lisan maupun tertulis berdasarikan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

Paragraf 3
Seksi Infrastrukiur Teknologi Informasi
Pasal 17

Seksi  Infrastruktur Teknologi  Informasi  dipimpin  oleh
Kepala Seksi wyang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi
Informatika.

Kepala  Seksi  Infrastruktur  Teknologi  Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, mempunyai tugas
melaksenakan sebagian tugas Kepala Bidang Aplikasi
Informmatika dalam penviapan bahan perumusan kebijakan
reknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
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pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan i bidang infrastrukiur  teknoelogi

informasi.

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada

avat (2}, Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi

mempunyal uraian tugas

a. menyusun rencana  dan  program  kegiatan | Seksi
Infrastruktur Teknologi Informasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui  penglkajian
permasalahan dan prratuwran perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efeltif dan cfisien;

¢, membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan balk secara
lissn maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait balk vertikal maupun horizental untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan [UgHs;

e. menelaah dan mengkail peraturan perundang- undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

f. menviapkan bshan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

g. mclaksanakan kajian dan analisis sebagai  bahan
penyusunan kebijakan penyelenggarasn sistem jaringan
intra dan sistemn komunikasi intra pemerintah daerah,
serta pengelolaan pusat data pemerintahan daerah;

h. melaksanakan pendataan, pengadaan, pengelolaan, dan
pemeliharaan secara  rutin terhadap seluruh
infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang
menghubungkan  antar  simpul  jaringan  dalam
pemerintah Daerah;

i, melaksanakan  penyediaan  akses  inlternet  yang
berkualitas untuk  seluruh  perangkat  daerah, dan
melaksanakan penyelenggaraan dan pembiayasn yang
rimbul sebagai akibal penggunaan akses internel,

j. melaksanakan interkoneksi/ keterhubungan jaringan

antar Instansi melalui jaringan tertutup milik Pemerintah
Daerah atau menggunakan akses inlemet  yang
diamankan, dengan memastikan keterhubungan jaringan
intra pemerintah daerah dengan selurubh perangkat
daerah, pemerintah daerah lain, dan instansi pusal
secara bertahap:
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k. melaksanakan layanan Sistem Elektronik kemunikasi
tertutup antar perangkat dacrah berbasis suara, video,
teks, data, dan sinyal lainnya, seperti video conference,
vaolP, emergency call, dan lain-fain;

1. melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan
pemeliharaan Pusat Data dan Pusal Pemuliban Bencana
Pemerintah  Daerah, serta Rencana keberlangsungan
Kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana
sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkan;

m. melaksanakan lavanan pusat data dan pusat pemulihan
bencana pemerintah daerah, fasilitasi berbagi pakai
pusat data Pemerintah daerah dengan instansi lain dan
membuat keterhubungan/ interoperabilitas pusat data
Pemerintah daerah dengan pusat data Nasional;

n. melaksanakan pencadangan dokumen elekironik dan
informasi elektronik diperoleh pemerintah daerah, serta
memfasilitasi pencadangan  dokumen elekironik  dan
informasi elektronik yvang ada pada perangkal daerab
pada pusar pemulihan bencana nasional herdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

0. menyiapkan bahan PEnyUSUnan Rencana
Keberlangsungan Kegiatan Pusat data dan  Pusal
Pemulihan  Bencana  Pemerintah  Daecrah untuk
menangeulangi gangguan atau bencana sesual dengan
risiko dari  dampak yang ditimbulkannya, serta
melaksanakan uji terbadap Rencana Keberlangsungan
Kegiatan secara berkala;

p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian rerhadap
seluruh infrastrukiur jaringan intra pemerintah Daerah
sesual dengan ketentuan yang berlaku,

(. melaksanalkan fasilitasi dan bantuan teknis tenfang
perawatan dan pemeliharaan Infrasirukiur Pemerintahan
Berhasis Elektronik yvang ada pada Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah Daerah;

r. menyiapkan baban dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Infrastrukiur
Teknologi  Informasi  untuk peningkatan  lkualitas
pelayanan publik;

z. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Infrastrukiur Telknologi Informasi dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun wuntuk hahan laporan dan kebijakan tndak
lanmjut;

t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam  rangka  peningkatan  karr,
pemberian penghargaan dan sanksi;
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w.menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sehagai wujud akuntabilitag dan transparansi
pelaksanaan kegiatan,

v. menvampaikan saran  dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lsan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

w.melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanyva.

Bagian kelima
Bidang Statistik dan Persandian
Pasal 18

Bidang Siatistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
Kepala Bidang 3Statistik dan Persandian sebagaimansa
dimaksud pada ayal (1) mempunyai tugas melaksanakan
sehagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan
teknis,  pengoordinasian, pembinaan,  pengawasan,
perngendalian,  pengelolaan,  fasilitasi, evaloasi  dan
pelaporan kegiatan di bidang statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada

ayat (2|, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan tcknis di bidang statistik dan
persandian;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di hidang
statistik dan persandian;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di
bidang statistik dan persandian;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang statistik dan
persandian;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
stalistik dan persandian; dan

[. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
di bidang statistik dan persandian,

Untuk melaksanakan lugas dan fungsi  sebagaimana

dimaksud pada ayvat (2] dan ayat [3), Kepala Bidang

Statistik dan Persandian mempunysai uraian tugas ;

a. menyusun rencana dan program kKegiatan Bidang
Statistik  dan Persandian berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnyva sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah  pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
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. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnva serta memberikan arahan dan petunjuk baik
secara  lisan  maupun  tertulis guna meningkatkan
kelencaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinas] dan konsultasi dengan instansi

terkait  haik vertikal maupun  horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam ranghka
sinkronisasl dan harmonisas! pelaksanaan tugas:
menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan
sesual lingkup tugasnya scbhagal bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah
dinas yang berkaitan dengan  bidang data statistik
sektoral, persandian, dan keamanan informasi sesuai
dengan peraturan peruandang-undangan;

. mengoordinasikan penyvelenggaraan kegiatan

penvelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah.
penyelengenrann Persandian untuk  Pengamanan
Informasi Pemerintah  Daerah, dan penetapan Pola
Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah
Kabupaten;

.mengpordinasikan penvusunan kebijakan pengeiolaan

Data Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;

. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan,

penpumptlan, perclaman, pengolahan, verifikasi atau
pemeriksaan, dan analisis data statistik seloral, serta
menvajikannya dalam rangka memberikan pelavanan
informasi pembangunan,

. mengoordinasikan penyusunan data statistik sektoral

dan menyajikan dalam bentuk buku kompilasl data
statistik sektoral;

cmengoordinasikan penvusunan  data  base  statistik

sektoral terpadu terintegrasi untuk mewujudkan satu
data pemerintah daerah sesual dengan ketentuan vang
berlaku;

mengoordinasikan pelaksanaan penyelengearaan
otorisast statistik sektoral, pelaksanaan pemelibaraan,
pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  sistem
pengolahan data dan smatistik sektoral di lingkungan
pemerintah daerah, pelaksanaan fasilitasi
penyelenggaraan survey statistik sektoral oleh perangkat
daerah, serta diseminasi dan penyvebarluasan data hasil
kegiatan statistik sekroral perangkat daerah di ingkup
pemerintah daerah;

mengoordinasikan penyvusiinan  dan pengelolaan
metadata  statistik  sektoral vang meliputi - metadata
kegiatan  satlistik, metadata indikator statistik, dan
metadata variabel satistik di lingkup pemerintah daerah;
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1)

mengoordinasikan  pengadaan, pengelolaan, dan
pemeliharaan secara rutin terhadap  infrastruktur
statistik sektoral, serta pengembangan dan peaningkatan
kapasitas kelembagaan statistik  sektoral di  hinghkup
pemerintah daerah;

mengoordinasikan  pembinaan  dan  pengembangan
kapasitas sumber daya manusia dibidang statistik
sektoral di  lingkungan pemerintah daerah  dalam
Peningkatan Mutu Statistik Dacerah yang Terintegrasi;

. mengoordinasilkan penyusunan kebijakan Pengamanan

Informas: dalam mendukung penyelenggaraan Sisiem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daersh untulk
menata  proses sckaligus  memastikan kepatuhan
terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dengan
menyusun Rencana Strategis (Rensira) Peogamanan
Informasi, Arsitektur Keamanan [nformasi, dan
menetapkan aturan mengena: tata kelola Keamanan
Informasi;

. mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan dan

pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi yvang
meliputi pengelolaan aset keamanan teknologi informasi
dan  komunikasi (TIK), pengelolaan  sumber daya
manusia, dan  manajemen  pengetahuan  untuk
meningkatkan kualitas Layvanan Keamanan Informasi;
mengoordinasikan pelaksanaan Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah vang meliputi pengamanan Informasi
nan  elektronik dan  penpamanan  Sistem  Elektronik
dengan mengeunakan sertifikat eclektronik pada setiap
layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis
clekironik, penyelenggaraan pusat operasi Pengamanan
Informasi di daerah, dan Audit Keamanan Informasi;

. mengoordinasikan penvediaan Layanan Keamanan

Informasi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah,
perangkat daerah, pegawai atau aparatur sipil negara
pada pemerintah dagrah, dan pihak lainnya, dan
pelaksanaan manajemen Layanan Keamanan [nformasi
untuk menjamin  keberlangsungan dan meningkatkan
kualitas Layanan Keamanan Informasi kepada Pengsuna
Layanan,

mengoordinasikan pelaksanaan operasionalisasi Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah Dgaergh vang meliputi
jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah, internal
perangkat daerah dan jaring komunikasi sandi pimpinan
daerah;

.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Bidang Statistik dan Persandian dengan carm
mengukur pencapaian program kerja yvang telah disusun
untik bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
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v. mengevaluasi dan menilai  prestasi kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja
sesuai  kelentuan dalam  rangka  peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

womenyusun  laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagal wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan,

X. menyvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis herdasarkan kajian
agar kegiatan begalan lancar serta untuk menghindari
penyimpangan; dan

v, melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan flungsi unil kegjanya.

Paragraf 1
Sekesi Data dan Statistik
Pasal 19

(1) Seksi Data dan Statistik dipimpin oleh Kepala Scksi yvang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

(2) Kepala Seksi Dala dan Statistik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Staristik dan Persandian dalam
penviapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang data dan statistik.

(3} Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimalsud pada
ayatl (2], Kepala Seksi Data dan Statistik mempunyai uraan
tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Data dan
Statistik berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sehagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan  perintah pimpinan melalul  penglejan
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien:

c. membagh tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan balk secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun  horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tupas:
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e. menelaah dan mengkajl peraturan perundang- undangan
sesual lingkup lugasnva scbagai bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan,

f. menyiapkan bahan penyusunam  petunjuk  telins,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual inglup
tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan;

g, melaksanakan kajian  dan  analisis  sebagai bahan
penvusunan kebijakan pengelolaan data dan statistik
sektoral di lingkungan pemerintah daerah;

h. melaksanakan perencanaan, pengumpulan, perckaman,
pengolahan, dan verifikasi atau  pemeriksaan  data
statistik sektoral, serta menvajikannya dalam rangka
memberikan pelayanan informasi pembangunan;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan penvusunan data
statistik sekloral dan menyajikan dalam bentuk buku
kompilasi data statistik sektoral;

j. menyiapkan dan menyusun data base statistik sektoral
terpadu  terintegrasi untuk mewujudkan satu  data
pemerintah  daerah scsual dengan  ketentuan vang
berlaku;

k. menyiapkan bahan penyelenggaraan otorisasit statistil
sekroral di ingkungan pemerintah daerah;

. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan cdan
pengendalian terhadap sistem pengolahan data statistik
sektoral di lingkungan pemerintah daecrah sesuai dengan
ketentuan yang herlalou;

m. melaksanakan fasilitasi usitlan THNCAnNgEAn
penyelenggaraan survey  dari perangkai  daerah,
penvampaian rekomendasi rancangan survey dari BPS
kepada perangkal dacrah, dan penyampaian  hasi
penvelenggaraan statistik sekloral yang dipublikasikan
kepada BPS;

n. menyiapkan baban dan mclaksanakan kajian  dan
analisis data strategis dar perangkat daerah selaku
produsen data statistik  sektoral di lingkungan
pemerintah  daerabh  untuk cdiolah  sebagar  bahan
informasi;

o. melaksanakan diseminasi dan penvebariuasan data hasil
kegiatan statistik sektoral perangkat daerah di lingkup
pemerintah daerah;

p. menyiapkan bahan pembinaan dan  pengembangan
kapasitas sumber dava manusia dibidang statistik
selktoral (pejabat fungsional statistisi dan  jabatan
pengelala  statistik  sektoral lainnya) di  lingkungan
pemerintah  daerah  melalui  serangkaian  proscs
pengembangan kompetensi, pembinaan karer, dan
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serfifikasi profesi dan pendavagunaan sumber dayva
manusia dalam penvelenggaraan statistik sektoral;

g. menviapkan bahan dan melaksanakan kajian dan
analisis dalam penvusunan dan pengelolaan metadaia
statistik  sektoral yang meliputi metadata  Kegiatan
satistik, metadata indikator statistik, dan metadata
varisbel satistik di lingkup pemerintah daerah;

r. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, tlaan
pemeliharaan  secara rutin  terhadap infrastruktor
statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;,

s, menyiapkan bahan pengembangan dan  peningkatan
kapasitas kelembagaan statistik  sektoral di lingkup
pemerintah daerah;

. menyiapkan babhan dan menyusun koensep Standar
Operasional Prosedur (S0P) kegiatan Seksi Data dan
Statistik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

u. melaksanakan pemantavan dan evaluasi pelaksansan
kegiatan Seksi Data dan Statistik dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

v. mengevaluasi dan menilai prestasi Kerja  bzwahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilakue kerja
sesual  Ketentuan dalam rangka peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

womenyusun  laporan pelaksanaan  kegiatan kepada
pimpinan sebagal wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegiatan;

x. menyampaikan saran  dan  pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindar
penvimpangan; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Paragral 2
Selisi Persandian dan Keamanan Informasi

Pasal 20

(1} Seksi Persandian dan Keamanan Informasi dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertangeung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan
Persandian.

(2] Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
sebagaimana dimaksud pada avat (1), mempunyal tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Statistik dan
Persandian dalam penyiapan bahan perumusan kebifakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, peEnEawasan,
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pengendalian,  pengelolaan, [fasilitasi, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan i bidang persandian dan keamanan

informasi.

Untuk melaksanakan lugas scbagaimana dimaksud pada

ayal (2], kepala sSeksi Persandian dan Keamnanan Inlormas:

mempunyai rincian 1Ugas |

4. menvusun  rencana dan o program kegiatan | Selsi
Persandian dan  Keamanan Informasi  berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan  hasil  evaluasi
kegiatan  tahun  sebelumnya  sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

e, membagl tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsuliasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun  horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangha
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan fugas,;

e. mempelajari  dan  mengkaji peraturan  perundang-
undangan di bidang komunikasi dan informatika dan
regulasi  sektoral terkait lainnya guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menylapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
persandaian dan keamanan inflormasi;

g. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuat linglkup tugasnya sebagal bahan atau pedoman
uniuk melaksanakan Kegiatan;

h. melaksanakan |kajian dan analisis sebagai  hahan
penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi
dan jaring komunikasi sandi di lingkungan pemerintah
Daerah vang meliputi keamanan sumber dava telknologl
informasi, keamanan akses kontrol, keamanan data dan
informasi, keamanan sumber daya manusia, keamanan
jaringan, keamanan surat elektronil, keamanan pusat
data, dan/atau keamanan komunikasi;

i, menyviapkan bahan dan menyusun rancangan rencana
strategis  pengamanan  informasi  dan arsitektur
keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah
dengan berkoordinasi dan/ atau berkonsultasi kepada
BSEN;

j. melaksanakan pengelolaan asset keamanan teknologi

informasi dan komunikasi yang digunakan untuk
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mengidentifikasi, mendeteksi, memproteks,
menganalisis, menanggulangi, dan/atau  memulibkan
insiden Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;

, melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia yang

bertugas dibidang keamanan informasi (pejabat
fungsional sandiman, pejabat fungsional manggala
informatika dan jabatan pengelola keamanan informasi
lainnya) di lingkungan pemerintah daerah  melalui
serangkalan proses pengembangan komperensi,
pembinaan  karler, dan  sertiflikasi profesi dan
pendavagunaan  sumber dava manusia  dalam
penyelenggaraan  persandian untuk  pengamanan
informasi pemerintah daerah;

melaksanakan  pengelolaan pengetahuan keamanan
infomasi melalul serangkaian proses pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, penggunaan, <an  alih
pengetahuan dan  teknologi vang  dihasilkan  dalam
pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintah daerah
dengan berkeoordinasi dan/ atau berkonsultasi kepada
BSSN;

melaksanakan dentifleasi, deteksi, dan proteks: sistem
elektronik, penanggulangan dan pemulihan terhadap
adanya insiden pada Sistem Elektronik, forensic digital,
serta pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi di
daerah;

.melaksanakan penerapan  Sertifikat Elektronik  pada

setiap  lavanan  publik dan  layvanan  pemerintahan
berbasis elektronik, asistensi dan [fasilitasi penguatan
keamanan Sistem Elektronik, dan fasilitasi sertifikasi
PENEFADAN Manajeémen pengamanan Sistem Elektronik;
melaksanakan pengamanan informasi  nonelekironik
pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penvimpanan,
dan pemusnahan informasi nonelektronik sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

-memberikan layanan keamanan informasi kepada kepala

daerah dan wakil kepala daerah, perangkat dacrah,
pegawal atay aparatur sipil negara pada pemerintah
daerah, dan pihak lainnya, serta  melaksanakan
manajemen  layanan  keamanan  informasi untuk
menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas
Layanan Keamanan Informasi kepada Pengguns
Layanan;

.memberikan  layvanan konsultas: Keamanan  nformasi

bagi Pengguna Layanan, dan melaksanakan literasl
Keamanan Informasi dalam rangka peninglatan
kesadaran keamanan Informasi dan pengulkuran tingkat
kesadaran Keamanan  Informasi di lingkungan
pemerintah daerah dan Publik;

.f_'}.



T

45

. melaksanakan perlindungan informasi pada kegiatan
penting pemerintah dacrah melalui teknik pengamanan
gelombang frekuensi atau sinval, perlindungan informasi
pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan
dipunakan pemerintah daerah melalul kegiatan kontra
penginderaan, dan melaksanakan kegiatan pengamanan
berita rahasia dan rahasia negara melalui proses sandi
menyandi (kriptografi) dan melakukan pengiriman dan
penerimaan berita melalul sarana telekomunilkass;

. menyiapkan bahan pelaksanaan  audit  Keamanan
informasi dan audit keamanan pelaksanaan  sistém
manajemen  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

. mengoordinasikan  pengkajian  dan  analisis  guna
menyusun rancangan operasional pelaksanaan jaring
komunikasi sandi antar perangkat daerah, internal
perangkat daerah dan jaring komunikasi sandi pimpinan
daerahn;

Jmelaksanakan pengumpulan, penyusunan,
pendistribusian dan pengelolaan berita, surat kawat, dan
radiogram, serta memberikan layanan pernmintaan
sambungan telepon yang berkaitan dengan kedinasan,
antar perangkat daerah di  Hngkungan pemerintah
daerah;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Persandian
dan Keamanan Informasi untuk peningkatan lkualitas
pelayanan publik;

.melaksanakan pemantauvan dan evaluasi pelalksanaan
kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informast
dengan cara mengukur pencapalan program kerja vang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

. mengevaluasi dan  menilai  prestasi kerja  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja
sesual ketentuan  dalam rangka  peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanlkosi;

menyampalkan  saran  dan pertmbangan Kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian
agar kematan berjalan lancar serta untuk menghindan
penyimpangan, dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuat
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
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BABY
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

(1] Kelompok Jabatan  Fungsional —mempunyai 1ugas
melaksanakan kegiatan scsuai dengan keahban dan
keterampilan  yvang dimiliki dalam rangka menunjang
pelaksanaan tugas dan fungst Dinas.

(2} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinir oleh tenaga fungsional yang ditunjul
sehapgai Ketua Kelompok dan bertangeung jawab kepada
Kepala Dinas,

Pasal 22

(1] Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal (21), terdiri dari sejumlah pejabat fungsional
yvang terbagi dalam berbagai kelompok sesual dengan
bidang keahliannya.

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
avat (1] ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pembinaan terhadap pejabat f[ungsional sebagaimana
dimaksud pacda ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

BaB vl
TATA KERJA
Pasal 23

{1} Kepala Dinas dalam melaksanakan lugasnya berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

(2] Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bak dalam
lingleungan  masing-masing maupun  antar  Satlan
organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi
lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
masing-masing.

(3] Setiap pimpinan unit organisasi wajib  mengawasi
bawshannya masing-masing.

(4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan schagamana
dimaksud pada avat (3) terjadi penyimpangan, pimpinan
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unit organisasi  mengambil  langkah-langkah  yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundarigan.

(5] Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan hawahan masingmasing
dan  memberikan  bimbingan serta  petunjuk  bag
pelaksanaan tugas bawahannya.

(6 Setiap pimpinan unit organisasi wajib  mengikuti  dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada arasan
masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat
pada waktunya.

(7] Setiap laporan vang diterima oleh pimpinan unit organisasi
dari bawahannva wajib diclah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

(8 Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unil organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

{9) Dalam melaksanakan pengendalian  kegiatan, setiap
pimpinan  unit organisasi beserta bawahannya  wajib
mengadakan rapat berkala.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Eselon dan Pengisian jabatan struktural pada Dinas
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dacrah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2] Unit Pelaksana Teknis Dacrah scbhagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah
cdlan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi seria
tata keria Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUFP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, malka Peraturan
Bupati Kendal Nemor 60 Tahun 2010 tentang kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada
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Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendzl
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serla Tala Rerja pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2020

Agar setiap OraAng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempalannya
dlalam Berita Daerah Kabupaten Kendal,

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal

Pada tang@al 30 Desember 20020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap tid
MOH. TOTTA
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